
 

 

 

 
BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 22 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN 

DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  

DI KABUPATEN BANYUMAS  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan lainnya 

yang sah sebagai penghargaan atas kinerja dan motivasi 

untuk meningkatkan produktifitas Kepala Desa dan 

Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. bahwa pengaturan mengenai penghasilan tetap dan 

tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa telah 

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan 

Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 

Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022, namun 

masih perlu ditambahkan terkait tunjangan lainnya yang sah 

antara lain tunjangan hari raya untuk meningkatkan 

kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan 

dan penerimaan lain yang sah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, 

Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas; 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 



6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 31 Seri E); 

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan 

Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 

Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 

Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, 

Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG 

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN 

PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS. 

 

Pasal I 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni 

huruf f sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan 

setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Keuangan 

Desa. 

(2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan 

dalam APBDes. 

(3) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. tunjangan jabatan; 

b. tunjangan suami/istri; 

c. tunjangan anak: 

d. tunjangan kesehatan; 

e. tunjangan ketenagakerjaan; dan 

f. tunjangan hari raya. 

 

2. Diantara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 

Pasal 8B  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

 



Pasal 8B 

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (3) huruf f diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat 

Desa paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) dari 

masing-masing Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 14 April 2023 

BUPATI BANYUMAS, 

            ttd 

 ACHMAD HUSEIN 

 

Diundangkan di Purwokerto  

pada tanggal 14 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  

                             ttd  

                WAHYU BUDI SAPTONO 

       Pembina Utama Madya 

            NIP. 19640116 199003 1 009  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 

NOMOR 22 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 

 
 

 

  

ARIF ROHMAN, S.H. 
Penata Tingkat I 

            NIP. 197505312009031002 

 


